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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pemerintah berusaha menjalankan pemerintahannya sebagai perwujudan 

aspirasi rakyat dan berusaha untuk membangun negaranya menjadi lebih baik. 

Rakyat dan pemerintah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan 

kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh karena itu suatu negara akan melakukan 

pembangunan diberbagai bidang untuk menciptakan negara yang lebih baik. 

Termasuk Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Bangsa Indonesia telah 

melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu 

dilanjutkan dengan dukungan dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki 

indonesia. Ketaatan dan kedisiplinan merupakan kunci utama untuk kemajuan 

Indonesia. Pada dasarnya potensi alam maupun sumberdaya lainnya jika mampu 

dimaksimalkan dengan efisien, mampu membuat negara Indonesia menjadi negara 

yang lebih maju. Akan tetapi fenomena saat ini menunjukkan hal sebaliknya, 

masyarakat Indonesia kurang bisa memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang 

dimiliki. Salah satu potensi yang dimiliki oleh Indonesia adalah dari sektor pajak. 

Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, pajak telah menjadi 

sumber utama penerimaan bagi negara dalam membiayai semua jenis pengeluaran 

baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. 
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Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi:  

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 

 

Selain itu, Prof. Dr. P.J.A Adriani diterjemahkan oleh R. Santoso 

Brotodiharjo dalam Waluyo (2013:2) mengemukakan pengertian pajak sebagai 

berikut : 

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan.” 

 

Setiap negara/daerah perlu memperhatikan bahwa penerimaan dari sektor 

pajak dapat memberikan pengaruh positif mulai dari infrastruktur, kesejahteraan 

masyarakat serta pembangunan nasional.  

Untuk melakukan peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, 

dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) untuk 

memenuhi segala kewajiban perpajakan dengan baik. Artinya peningkatan 

penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai 

Warga Negara yang baik. Kepatuhan wajib pajak adalah Tindakan Wajib Pajak 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam 

suatu negara (Siti Kurnia Rahayu 2010:139). 

Fenomena kepatuhan wajib pajak yaitu, tingkat kepatuhan wajib pajak di 

Jawa Barat dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak 

dirasakan masih kurang. Dari target 72 persen, hingga dua hari menjelang 

penutupan masa penyampaian SPT, hanya 52 persen wajib pajak yang melapor. 

Sedangkan menurut  Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 

Yoyo Satiotomo pihaknya telah melakukan sosialisasi ke setiap perusahaan hingga 

pengiriman surat kepada wajib pajak. Dalam sosialisasi juga diterangkan ada sanksi 

bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Wajib pajak bisa menggunakan 

aplikasi e-Filling pajak yang bisa diakses di handphone. Ini memudahkan wajib 

pajak tanpa perlu mendatangi kantor pajak. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah 

memberi kelonggaran. Pelaporan  SPT yang mustinya berakhir 31 Maret 

diperpanjang hingga 21 April ini bisa jadi solusi bagi wajib pajak agar segera 

memenuhi pelaporan pajaknya. (www.jabar.metronews.com). 

Fenomena kepatuhan wajib pajak lainnya yaitu, Direktorat Jenderal (Ditjen) 

Pajak akan melakukan pemeriksaan khusus kepada wajib pajak bandel yang dinilai 

tak patuh membayar maupun membayar pajak. Dalam Surat Edaran (SE) Dirjen 

Pajak Nomor SE – 53/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2015 

tertanggal 7 Juli 2015 disebutkan, pemeriksaan khusus tahun ini akan diprioritaskan 

bagi wajib pajak (WP) orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

dan WP badan yang telah diimbau memanfaatkan reinventing policy. Mereka akan 

diperiksa karena tidak memanfaatkan kebijakan pajak. Reinventing policy adalah 

http://www.jabar.metronews.com/
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kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan 

penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), pembetulan SPT, dan 

keterlambatan bayar pajak. Sedangkan bagi WP yang telah memanfaatkan 

kebijakan reinventing policy, namun ditemukan bahwa SPT miliknya masih tidak 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, akan diusulkan untuk diperiksa secara 

khusus. (wartakota.tribunnews.com) 

Fenomena kepatuhan wajib pajak lainnya yaitu, Pemilik NPWP meningkat 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 pemilik NPWP 

berjumlah 27.998.617 WP dan meningkat menjadi 30.044.103 WP pada tahun 

2015. Akan tetapi, kepatuhan WP dalam menyampaikan surat pemberitahuan 

tahunan (SPT) masih terbilang sangat rendah.  Dari jumlah total 30.044.103 WP 

terdaftar, ada sekitar 18.159.840 WP yang memiliki kewajiban menyampaikan 

SPT. (www.tirto.id.com) 

Tabel 1.1 

Total Penyampaian SPT Tahun 2015 

Kelompok WP Jumlah WP Jumlah SPT yang 

Disampaikan 

Persentase 

WP Badan 1.184.816 676.405 57,09% 

WP OP Karyawan 14.920.292 9.431.934 63,22% 

WP OP Non 

Karyawan 

2.054.732 837.228 40,75% 

Sumber: www.tirto.id.com 
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Dengan adanya beberapa fenomena diatas, dalam fenomena yang pertama 

menyatakan bahwa kesadaran masyarakat indonesia dalam membayar pajak masih 

terlalu rendah, hal ini terjadi karena wajib pajak tidak melaporkan SPT dan 

mengabaikan sanksi yang ada. Dari fenomena yang kedua menyatakan bahwa 

penerimaan pajak di Indonesia masih rendah, hal itu dibuktikan dengan tingginya 

jumlah tunggakan Wajib Pajak hingga mencapai puluhan miliar serta tidak ada 

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Dan fenomena yang ketiga 

menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan WP melaporkan kewajiban 

perpajakannya juga menjadi salah satu faktor rendahnya rasio pajak di Indonesia 

selama ini. 

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan Pajak yang diteliti oleh Icha Fajrina (2016), Evlin Evalina 

(2014), Sabila Fitraldini Riyanto (2013), Devi Marina (2015), dan Ryan 

Permana Ginting (2015).  

2. Penagihan Pajak yang diteliti oleh Shintiana Salam (2012) dan Sabila 

Fitraldini Riyanto (2013). 

3. Kualitas Pelayanan yang diteliti oleh Evlin Evalina (2014) dan 

Shintiana Salam (2012). 

4. Sanksi yang diteliti oleh Evlin Evalina (2014). 

5. Penyuluhan yang diteliti oleh Evlin Evalina (2014). 

6. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang diteliti oleh Mayang 

Wijayanti (2010), Icha Fajrina (2016), dan Ratna Puspita Sari (2013). 
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Tabel 1.2 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

Nama 

Peneliti 
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n
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an
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ak
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an
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an

 S
u
ra
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P
ak

sa
 

Icha 

Fajrina 

2016 √ √ - - - √ 

Devi 

Marina 

2015 √ - - - - - 

Ryan 

Permana 

Ginting 

2015 √ - - - - - 

Evlin 

Evalina 

2014 √ - √ √ √ - 

Mayang 

Wijaya 

2014 - - - - - √ 

Ratna 

Puspita 

Sari 

2013 - - - - - √ 

Sabila 

Fitraldini 

Riyanto 

2013 √ √ - - - - 

Shintiana 

Salam 

2012 - √ √ - - - 

 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Icha 

Fajrina (2016) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak 

Aktif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelunasan PPh Pasal 

29 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung). Penelitian 

sebelumnya menggunakan Non-Probability Sampling. Teknik yang digunakan 

untuk memilih sampel adalah Sampel Jenuh. Dengan hasil penelitian bahwa 
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terdapat pengaruh pemeriksaan pajak Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sedangkan penagihan pajak aktif berupa penyampaian surat teguran, surat paksa, 

dan sita tidak berpengaruh yang signifikan di KPP Pratama Kayu Agung.  

Perbedaannya dari penelitian sebelumnya adalah jenis variabel yang diteliti. 

Dalam penelitian ini variabel independen yang diteliti penulis adalah Penagihan 

Pajak yang artinya penagihan yang dilakukannya adalah penagihan pasif dan 

penagihan aktif sedangkan di penelitian terdahulu variabel independennya hanya 

penagihan aktif saja. Perbedaan selanjutnya adalah populasi yang digunakan oleh 

penulis adalah Seksi Pemeriksaan Pajak karena pada bagian tersebut terlibat untuk 

melakukan pemeriksaan pajak. Setelah masuk pemeriksaan pajak,diperlukan suatu 

tindakan dari aparatur perpajakan untuk melakukan pencairan tunggakan yang 

terjadi. Tindakan yang dimaksud adalah penagihan pajak. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan judul ”PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN 

PENAGIHAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 

BANDUNG MAJALAYA)”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas diindikasikan terdapat masalah 

dalam kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Majalaya. Permasalahan yang teridentifikasi antara lain:  
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1. Masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban 

perpajakannya. 

2. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya 

disebabkan karena kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

3. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya 

mengakibatkan  tidak tercapainya target penerimaan pajak. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi pokok permasalahan dalam 

penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya, penulis 

membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Majalaya 

2. Bagaimana Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Majalaya 

3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Majalaya 

4. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya 

5. Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Majalaya 

2. Untuk menganalisis Pelaksanaan Penagiha Pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya 

3. Untuk menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya 

4. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Majalaya 

5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Penagihan Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Majalaya 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Penilitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi tentang pengaruh 

Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak 

diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya 

Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

2. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bandung Majalaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan 

dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak, 

sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dapat membantu 

dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. 

3. Bagi Pihak Lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan dibanding perpajakan dan sumber informasi khususnya 

pemahaman mengenai penagihan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa 

yang akan datang. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bandung Majalaya yang bertempat di Jl. Peta no.7, Suka Asih, 

Bandung. Rencana waktu penelitian ini akan dilakukan dari bulan April 2018. 


